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ABSTRAK 

   Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. 

Penyelenggaran sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, pemerataan serta memperhatikan potensi daerah tersebut. Dengan berlakunya 

sebuah otonomi daerah tentu Walikota/Bupati yang memiliki posisi dan kewenang 

tertinggi untuk mengeluarkan kebijakan dan salah satunya ialah kebijakan terkait 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut sebagai APBD). 

Terdapatnya sebuah keleluasaan yang dapat dilakukan oleh seorang Bupati 

Kabupaten Tanah Datar oleh karena tersebut tentu dibutuhkan peran pihak lain untuk 

dapat mengontrol dan mengawasi dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai DPRD) Kabupaten Tanah Datar. DPRD 

Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini hanya memiliki wewenang terkait mengawasi 

dan mengontrol setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: 

Pertama, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tanah Datar 2021; Kedua, Bagaimana konsep yang ideal dalam hal pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah 

metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana implementasi 

dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar kepada Bupati 

Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung 

kepada Dua Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan Sekretaris DPRD Kabupaten 

Tanah Datar. Hasil penelitan menjelaskan bahwa peneliti menilai pelaksanaan fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam mengawasi 

Bupati Kabupaten Tanah Datar telah berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar ialah dengan cara pengawasan secara 

langsung. Adapun yang kedua yakni konsep yang ideal terkait pengawasan DPRD 

untuk mengawasi pemerintah daerah ialah dilakukan dengan cara pengawasan 

internal dan eksternal yang dilakukan dengan jangka waktu atau biasa disebut dengan 

pengawasan a-priori dan pengawasan a-posteriori diiringi dengan pengawasan yang 

dilakukan tata cara pengawasan refleksi yakni pengawasan yang penyelesaiannya 

dilakukan melalui proses timbal balik. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya 

penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki pengawasan dan pelasanaan 

yang dilakukan oleh DPRD kepada seorang Kepala Daerah.  
 


